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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada SKPD Dinas Kota Pontianak)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual (PSAPA), pemanfaatan teknologi
informasi (PTI), sistem pengendalian internal(SPI), kompetensi sumber daya
manusia (KSDM), dukungan manajemen puncak (DMP), dan peran internal audit
(P1A) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pontianak.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari
responden yang bekerja sebagai pegawai bagian keuangan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kota Pontianak. Metode yang digunakan untuk
penentuan sampel yaitu purposive sampling. Analisis yang digunakan untuk
mengolah data yaitu regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menujukkan
bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya
manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan
pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dukungan
manajemen puncak, dan peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah.

Kata Kunci : PSAPA, PTI, SPI, KSDM, DMP, PIA, Kualitas Laporan Keuangan
Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of application of accrual-
based government accounting standards, the utilization of technology information,
internal control systems, competence of human resource, support of top
management, and the role of internal audit on the quality of local government
financial reports of local government Pontianak City.The data in this study used
primary data obtained from respondents who work as financial officer. The
method used to determine sample is purposive sampling. The analysis used
multiple liniear regression to process data.The result of this study show that
application of accrual-bassed government accounting standars and competence of
human resource have affect on the quality of local government financial reports.
Meanwhile, the utilization of technology information, internal control system,
support of top management, and the role of internal audit does not affect on the
quality of local government financial reports

Keywords: PSAPA, PTI, SPI, KSDM, DMP, PIA, The Quality of Financial
Report



1. PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintah yang baik telah
mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntabilitas publik.
Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pemerintah daerah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP
berbasis akrual yang diberlakukan tahun anggaran 2015. Penyusunan laporan keuangan
berbasis akrual merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan
pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No.
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
Keempat Kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah, sehingga standar akuntansi pemerintah ini merupakan
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan
keuangan pemerintah di Indonesia. Terdapat pengaruh antara standar akuntansi pemerintah
pada kualitas laporan keuangan, yaitu SAP diterapkan dilingkungan pemerintah, baik di
pemerintah pusat maupun daerah, sehingga penerapan SAP akan berdampak pada
peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas
laporan keuangan.. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam
proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan
dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah
berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk
meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan
kepada pelayanan publik.

Laporan keuangan yang berkualitas juga ditentukan seberapa baik sistem pengendalian

internal yang dimiliki intitusi pemerintah daerah. Dengan lemahnya sistem pengendalian
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internal menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan dalam proses akuntansi sehingga bukti
audit yang diperoleh menjadi tidak kompeten. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem
Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas juga dibutuhkan sumber daya
manusia yang berkompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan sesuai
standar akuntansi pemerintahan. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia memiliki
peran untuk mendasari seseorang mencapai kinerja dalam pekerjaanya serta merencanakan,
melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Setiap organisasi dalam usaha mencapai tujuan dan kualitas laporan yang baik
memerlukan dukungan dari atasan. Dukungan manajemen puncak diduga dapat
mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dukungan dari atasan yang diberikan kepada para
pegawai dapat berupa motivasi, pengawasan kerja, maupun pelatihan kepada pegawai.
Semakin baik dukungan yang diberikan atasan kepada pegawai diharapkan semakin baik pula
laporan keuangan pemerintah (Wahyuni,2018).

Faktor yang diduga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu peran internal
audit. Menurut Institute of Internal Auditing (I1A) dalam Ardeno Kurniawan (2015) audit
internal merupakan aktivitas penjamin yang independen dan objektif, juga merupakan jasa
konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasi
organisasi. Internal audit memiliki tugas untuk mengevaluasi kinerja entitas untuk mengetahui
adanya kemungkinan penyimpangan, baik yang bersift kepatuhan, kecurangan, aktivitas,
operasi, atau keefektifan dan relevansi laporan keuangan.Fungsi peran internal audit yang
berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga
untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam
memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK dapat
memanfaatkan hasil pengawasan internal audit terutama dari hasil reviu atas laporan
keuangan pemerintah. Internal audit yang profesional dan independen mendorong
peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan
kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh

Sundari dan Rahayu (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu
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terletak pada variabel penelitian dan obyek penelitian, penelitian ini menambah tiga variabel
yaitu penerapan standar akuntansi berbasis akrual, dukungan manajemen, dan peran internal
audit. Sedangkan obyek penelitian dilakukan pada SKPD Dinas di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian yang diajukan adalah “Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan SKPD Dinas Kota Pontianak”

2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kota
Pontianak. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai bagian
keuangan yang bekerja di SKPD Dinas Kota Pontianak. Pengambilan sampel pada penelitian
ini dilakukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan
menentukan Kriteria-kriteria tertentu. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan metode angket, yaitu
dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden.

2.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitas laporan keuangan
adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga
dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang menjadi persyaratan normatif yang diperlukan
agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan
basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi Keuangan Pemerintah

Menurut Tata Sutabri (2014:3) teknologi informasi merupakan teknologi yang dapat
digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mandapatkan, menyusun, menyimpan,
memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas,
yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Teknologi informasi yang semakin
berkembang akan memudahkan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya untuk

mencapai tujuan suatu organisasi.



2.1.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman
Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh
manajemen yang diciptakan untuk memberikan suatu keyakinan yang mencakup semua
pencapaian yang efektif dan efisien, serta memadai pencapaian ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia berdasarkan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun
2013 menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
seorang Pegawai Negeri Sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut
dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

2.1.6 Dukungan Manajemen Puncak

Dukungan manajemen puncak merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas
penerimaan sistem informasi dalam organisasi. Seorang pegawai yang bekerja dalam
pembuatan laporan keuangan tidak lepas dari dukungan. Apabila tidak ada dukungan dari
atasan, maka akan terjadi rendahnya kualitas dalam pembuatan laporan keuangan begitu pula
sebaliknya (Wahyuni, 2018).

2.1.7 Peran Internal Audit

Peran internal audit diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan
laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Mulyadi (2002: 29), internal audit adalah auditor
yang bekerja didalam suatu entitas atau perusahaan yang bertugas untuk mengetahui apakah
prosedur serta kebijakan yang sudah disusun dan diterapkan oleh manajemen yang telah
dipatuhi, menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi serta prosedir aktivitas kegiatan
organisasi serta menentukan keandalan informasi yang telah dihasilakan oleh bagian-bagian
dari entitas atau organisasi.

2.2 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan regresi linier berganda
dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Uji regresi linier berganda bertujuan untuk menguiji
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk analisis regresi linier
berganda, model regresi:

KLKPD= o + B1PSAPA + B2PTI + B3SPI + p4KSDM + B5DMP + B6PIA + ¢

Keterangan:

KLKPD: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
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o : Konstanta

B1 : Koefesien regresi PSAPBA

B2 : Koefesien regresi PTI

B3 : Koefesien regresi SPI

B4 : Koefesien regresi KSDM

B5 - Koefesien regresi DMP

B6 : Koefesien regresi PIA

PSAPA : Pemahaman standar akuntansi sektor publik berbasis akrual
PTI : Pemanfaatan teknologi informasi

PSPI - Penerapan sistem pengendalian internal
KSDM : Kompetensi sumber daya manusia
DMP : Dukungan manajemen puncak

PIA : Peran internal audit

€ : Eror

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan, diperoleh sampel
sejumlah 64 pegawai dan data yang dapat diolah sebanyak 64 pegawai. Deskriptif dari
penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja pada SKPD Dinas
Kota Pontianak memiliki jenis kelamin pria yaitu sebanyak 39,1% dan sisanya sebanyak
60,9% berjenis kelamin wanita. Sebagian besar pegawai yang berusia 20 sampai 40 tahun
yaitu sebnayak 62,5% dan sisanya sebanyak 37,5% pegawai yang berusia 41 sampai 60 tahun.
Sebagian besar pegawai memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 62,5%, jumlah
terendah yaitu sebanyak 9,4% pegawai memiliki pendidikan terakhir SMA dan pegawai
memiliki pendidikan terakhir D3 dan Magister dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak
14,1%. Berdasarkan latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai sebanyak 45,3%
memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, latar belakang pendidikan manajemen sebesar
18,8%, latar belakang pendidikan TI sebanyak 6,3% dan sisanya pertanian sebanyak 1,6%.
Diketahui bahwa sebanyak 53,1% pegawai bekerja lebih dari 10 tahun, dan yang terakhir

sebanyak 21,9% pegawai bekerja selama 1 sampai 5 tahun.



3.2 Pembahasan
3.2.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil Pengujian variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual memiliki
nilai thiwng 3,619 > twper 2,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,050, sehingga H;
diterima yang berarti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi
semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat meningkatkan
kualitas laporan keuangan karena penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi
pemerintah berbasis akrual merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki dan
meningkatkan pertanggungjawaban keuangan negara yang berkualitas. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian Ramadhani, et al (2018), Jati (2019), dan Aulia, et al (2019)
menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Hasil pengujian variabel pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan berbasis akrual
memiliki nilai thiung 1,817 > traper 2,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,074 < 0,050, sehingga
H, ditolak yang berarti pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya belum optimalnya
pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembuatan laporan keuangan. Belum
optimalnya penggunaan teknologi informasi ini dikarenakan belum adanya jadwal
pemeliharaan secara teratur di beberapa instansi sehingga masih terdapat hambatan pada
software atau peralatan yang mengalami kendala dan membutuhkan waktu untuk perbaikan
yang berdampak pada pelaporan yang harus mengalami penyesuaian. Hasil penelitian ini
tidak sejalan dengan penelitian dilakukan Cahyandari (2017), Chodijah dan Hidayah (2018),
Sundari dan Rahayu (2019). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan
teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah
3.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Hasil pengujian variabel sistem pengendalian internal pemerintahan berbasis akrual memiliki
nilai thitung 0,938 > taper 2,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,352 < 0,050, sehingga Hs ditolak
yang berarti sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari jawaban responden sistem pengendalian
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internal belum dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini kemungkinan terjadi
dikarenakan belum optimalnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Penerapan Peraturan pemerintan Nomor 60
Tahun 2008 dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan dan penyelewengan khususnya
dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu perlu diperlukan penerapan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam sistem pengendalian internal khususnya dalam
setiap aktivitas anggaran. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Chodijah dan
Hidayah (2018), Sundari dan Rahayu (2019), dan Fauzi (2020) yang menunjukkan bahwa
sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.

3.2.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Hasil Pengujian variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai thiwng 5,221 > tiapel
2,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,050, sehingga H, diterima yang berarti
kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Jadi semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka semakin
meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini dikarenakan mayoritas dari
pegawai SKPD merupakan lulusan akuntansi yang memiliki kemampuan dan keahlian
dibidangnya. Untuk itu, salah satu faktor terciptanya laporan keuangan yang berkualitas perlu
didukung oleh pegawai yang memahami akuntansi pemerintah yaitu pegawai yang terlibat
dalam penyusunan laporan keuangan harus memahami bagaimana proses dan pelaksanaan
pelaporan keuangan dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliani dan
Agustini (2016), Alfiani (2017), Sundari dan Rahayu (2019). Hasil penelitian tersebut
menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.25 Pengaruh Dukungan Manajemen Puncak terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Hasil Pengujian variabel dukungan manajemen puncak memiliki nilai thiwng 0,982 > tapel 2,002
dan nilai signifikansi sebesar 0,330 < 0,050, sehingga Hs ditolak yang berarti dukungan
manajemen puncak tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. Ini artinya dukungan manajemen belum mampu mempengaruhi kualitas
laporan keuangan. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan manajemen puncak belum
memberikan perhatian penuh terhadap kualitas sumber daya manusia dan kualitas laporan

keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wahyuni (2018), Kurniawati

8



(2018). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.6 Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

Hasil pengujian variabel peran internal audit memiliki nilai thitung—0,640 > tianer 2,002 dan nilai
signifikansi sebesar 0,525 < 0,050, sehingga Hg ditolak yang berarti peran internal audit tidak
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa
peran internal audit tidak secara langsung melakukan tugasnya terkait penyusunan laporan
keuangan. Mengingat tugas dari internal audit adalah memeriksa, mengendalikan, dan
memastikan bahwa instansi telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan dan prosedur
yang telah ditetapkan. Logis dalam penelitian ini yaitu hendaknya peran internal audit lebih
melakukan pengawasan kepada masalah yang menunjang terhadap peningkatan kualitas
laporan keuangan dan internal audit dapat memberikan saran atau konsultasi bagi SKPD yang

mendapatkan kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

4, PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji analisis data serta pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa:

1) Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (SAP) berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerinta daerah sehingga Hs diterima.

2) Pemanfaatan teknologi informasi (PTI) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah sehingga H ditolak.

3) Sistem pengendalian internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan
pemerintah daerah sehingga Hjs ditolak.

4) Kompetensi sumber daya manusia (KSDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah sehingga H, diterima.

5) Dukungan manajemen puncak (DMP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah sehingga Hs ditolak.

6) Peran internal audit (PIA) tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah
daerah sehingga Hg ditolak.

7) Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (SAP), pemanfaatan teknologi

informasi (PTI), sistem pengendalian internal (SPI), kompetensi sumber daya manusia



(KSDM), dukungan manajemen puncak (DMP) dan peran internal audit (PIA)
berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2 Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa

namun masih terdapat keterbatasan dalm penelitian ini, yaitu:

1) Penelitian ini hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrumen penelitian, yang
mengandung kelemahan yaitu kemungkinan tidak mencerminkan keadaan yang
sesungguhnya. Hal ini dikarenakan responden yang tidak serius dalam mengisi kuesioner,
sehngga kemungkinan dapat menimbulkan hasil yang bias.

2) Objek pada penelitian ini hanya fokus pada SKPD Dinas, sehingga hasilnya kurang untuk
di generalisasi secara luas

4.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitan dan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti dapat

memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data berupa wawancara dari
beberapa responden penelitian agar bisa mendapatkan data yang lebih nyata dan
menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

2) Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek yang akan diteliti,

sehingga hasil dari penelitian dapat mewakili secara keseluruhan.
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